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I Gusti Agung Nyoman Dharma Yasa. B 111 10 435. “Pengenyampingan 
Prinsip Praduga Tidak Bersalah Atas Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan.” 
Dibimbing oleh Andi Sofyan, dan Nur Azisa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengenyampingan prinsip 
praduga tidak bersalah atas tindakan aborsi akibat perkosaan; dan untuk 
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan 
aborsi sebagai akibat pemerkosaan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan bahan hukum primer 
sebagai instrumen dalam menemukan isi pengenyampingan prinsip praduga 
tidak bersalah dalam pelegalisasian aborsi akibat pemerkosaan. Sedangkan 
bahan hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan 
solusi hukum dari permasalahan yang terjadi terhadap pengenyampingan prinsip 
praduga tidak bersalah atas tindakan aborsi. Teknik memperoleh bahan hukum 
selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research)¸ 
yakni dengan melakukan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan, 
beberapa buku-buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan langsung 
dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  
Hasil peneltian menunjukan bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Reproduksi belum memberikan titik terang mengenai pelaksanaan 
aborsi akibat pemerkosaan yang dilegalkan karena tidak adanya aturan yang 
mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui putusan pengadilan dengan 
pertimbangan keselamatan korban pemerkosaan serta tidak adanya sistem 
peradilan cepat yang dapat mengakomodir tuntutan Undang-undang Nomor 36 
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin 
maju dengan pesat telah membawa manfaat besar untuk 
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 
Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan hukum di 
bidang kesehatan, sehingga secara bersamaan para pelaku 
kesehatan, terutama dokter, menghadapi masalah hukum yang 
timbul dari kegiatan, perilaku, sikap dan kemampuan menjalankan 
profesi kesehatan. 
 Terhadap kemajuan teknologi di bidang kesehatan, ada 
beberapa kasus yang menjadikan teknologi dan kemajuan di bidang 
kesehatan yang menjadi salah satu indikator perlawanan hukum, 
contohnya dalam bidang kesehatan reproduksi menyebabkan proses 
aborsi menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Proses aborsi 
menjadi hal yang mudah dilakukan dan dianggap aman dengan 
alasan tertentu, berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang 
Kesehatan Reproduksi yang melegalkan aborsi dalam beberapa 
kondisi medis. Kajiannya dikhususkan pada prinsip praduga tidak 
bersalah terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan. 
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 Kemajuan teknologi dan pergaulan modern di kalangan 
masyarakat menimbulkan implikasi yang berujung pada tindak 
pidana pemerkosaan yang tak lain dikarenakan peradaban yang 
tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan 
dalam masyarakat. Dari kasus pemerkosaan ini, sering berujung 
pada proses penegakan hukum yang mengharuskan tindakan-
tindakan yang lain, seperti aborsi. Dalam penyelesaian kasus ini 
sering terjadi polemik dalam masalah penegakan hukumnya.  
 Terdapat beberapa keganjilan dalam legalisasi aborsi karena 
pemerkosaan yang kemudian akan menjadi penting, menarik, dan 
layak untuk dipahami, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan 
reproduksi akhir-akhir ini, kini menimbulkan polemik di tengah-tengah 
masyarakat, perihal dilegalisasinya aborsi bersandar karena dugaan 
korban pemerkosaan. 
 PP Nomor 61 Tahun 2014 sebenarnya bukanlah awal untuk 
dipermasalahkan oleh karena PP tersebut hanya sebagai kebijakan 
pengaturan lebih lanjut atas amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 75 ayat 2 UU 
Kesehatan telah ditegaskan “larangan aborsi dapat dikecualikan 
karena darurat medis dan korban pemerkosaan”. 
 Untuk pengecualian darurat medis tidaklah menjadi persoalan 
hukum, sebab memang aborsi demikian tidak perlu bersentuhan 
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dengan pembuktian terjadinya indikasi tindak pidana. Dalam hukum 
kedokteran pembolehan demikian disebut abortus medicalis, 
tindakan aborsi demi melindungi kepentingan perempuan yang 
sedang mengandung janin, namun membahayakan keselamatan 
nyawanya. Berbeda halnya dengan pengecualian aborsi yang 
dibenarkan akibat korban pemerkosaan. Jelas, menimbulkan polemik 
oleh beberapa kalangan. 
 Ada beberapa pandangan yang menganggap bahwa janin 
manusia sebagai makhluk hidup yang tak bersalah dan tak boleh 
dibunuh dalam situasi apapun, dan ada pula yang beranggapan 
bahwa janin manusia bukanlah makhluk manusiawi. Namun sejauh 
ini pandangan-pandangan itu masih bersifat teoritis dan belum 
memberi jalan keluar untuk kepastian hukum bagi pihak yang hendak 
melakukan aborsi dengan alasan semata-mata karena korban 
pemerkosaan. 
 Meskipun dalam Pasal 34 ayat 22 PP Tentang Kesehatan 
Reproduksi telah melindungi korban pemerkosaan untuk melakukan 
aborsi, yang dapat dibuktikan dengan:  
a) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang 
dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan  
b) Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai 
adanya dugaan pemerkosaan.  
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 Dengan alasan pembenaran aborsi, setelah adanya bukti atas 
surat keterangan dokter, keterangan penyidik, dan keterangan 
psikolog, belumlah memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku 
aborsi maupun dokter yang membantu melakukan proses medis 
tindakan aborsi tersebut karena yang harus dipenuhi dari terbuktinya 
delik pemerkosaan itu yang terpenting adalah adanya unsur 
kekerasan dan ancaman kekerasan. Berangkat dari pemenuhan 
unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan ini, keterangan dokter 
dan ahli belum bisa memperjelas bahwa dalam kasus ini unsur 
kekerasan bisa terlihat sehingga timbul kekhawatiran bahwa bisa 
saja persetubuhan ini didasari atas suka sama suka, dan mungkin 
saja sengaja dilakukan dan bukan ternyata bukan pemerkosaan. Dari 
polemik ini, apabila benar bahwa janin yang diaborsi bukan 
merupakan hasil pemerkosaan karena unsur deliknya tidak 
terpenuhi, maka perempuan yang aborsi dan dokter yang membantu 
proses aborsi tersebut justru berada dalam ancaman jerat pidana. Si 
perempuan dapat saja dijerat dengan Pasal 194 UU Kesehatan 
melalui sanksi 10 Tahun Penjara, sedangkan dokternya minimal 
terjerat dengan turut membantu (Pasal 55 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana). 
 Hal ini sekiranya juga menimbulkan ketidakpastian jika hanya 
dengan surat keterangan penyidik karena keterangan yang diperoleh 
penyidik melalui laporan/pengaduan ditambah bukti semacam surat 
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dan saksi-saksi belum memunculkan kepastian yang bersifat final 
bahwa telah terjadi pemerkosaan. Dalam hal ini, kita mengaitkannya 
dengan asas praduga tidak bersalah yang menjadi tameng hukum 
bagi orang yang masih sedang dalam tahap proses penyelidikan 
sampai diterbitkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap bahwa orang tersebut bersalah dan dan memang benar 
adanya telah terpenuhi unsur pemerkosaan. Sedangkan keterangan 
psikolog hanya berlandaskan atas keilmuannya yang benar/salahnya 
dugaan mereka masih berada dalam tingkat probabilitas yang tidak 
memberikan keyakinan yang pasti dan jauh dari tujuan hukum 
pidana formil untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya tanpa 
keragu-raguan yang beralasan. 
 Berdasarkan syarat pembolehan aborsi karena pemerkosaan, 
dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari 
dihitung sejak hari pertama haid terakhir berdasarkan Pasal 31 ayat 
2 PP Kesehatan Reproduksi. Sementara untuk mencari kepastian 
hukum telah terpenuhinya delik pemerkosaan, maka batas waktu itu 
pasti sudah akan habis, hanya untuk mencari kebenarannya melalui 
proses hukum acara yang bisa memakan waktu berbulan-bulan 
(prapenuntutan-penuntutan-persidangan pengadilan). Kalau delik 
pemerkosaan pembuktiannya harus dengan melalui putusan 
pengadilan inkra demi kepastian hukum tetapi batas waktu legalilasi 
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aborsi karena pemerkosaan hanya 40 hari sejak hari pertama haid 
terakhir, dipastikan akan terlewati.  
 Peran hukum dalam melindungi privasi seorang perempuan 
berdasarkan kepentingannya untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu atas yang menjadi hak asasinya, dalam hal ini untuk 
melakukan pengguguran janin atas kandungannya karena kehamilan 
itu tidak dikehendakinya. Tetapi hak publik atas nama negara dan 
hak individual harus ditempatkan dalam kedudukan proporsional 
dimana hak-hak individual yang bersifat privasi itu diintervensi oleh 
negara untuk menghindari kekaburan hukum atas nama hak publik 
yang berlaku universal. Berdasarkan latar belakang di atas maka 
penulis mengangkat judul “Pengenyampingan Prinsip Praduga 
Tidak Bersalah Terhadap Legalisasi Aborsi karena 
Pemerkosaan” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 
maka Penulis menfokuskan dalam dua rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana bentuk pengenyampingan prinsip praduga tidak 
bersalah terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk melindungi dokter 
dalam melakukan praktek aborsi akibat perkosaan? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui bentuk pengenyampingan prinsip praduga 
tidak bersalah atas tindakan aborsi akibat perkosaan. 
2. Untuk mengetahui konsep hukum yang dapat melindungi 
dokter dalam melakukan praktek aborsi karena pemerkosaan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat yang diharapkan akan dicapai melalui 
penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi efektifnya 
perlindungan hukum atas profesi kedokteran dalam delik aborsi serta 
penegakan hukum pidana formil dalam menyelesaikan kasus aborsi 
karena pemerkosaan. Adapun manfaat secara konkret dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis : untuk memberikan sumbangsi pemikiran 
atas penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam kasus 
tindakan aborsi akibat perkosaan, sehingga ke depannya tidak 
terdapat lagi pengenyampingan asas dalam penerapan 
undang-undang. 
2. Manfaat praktis : untuk memberikan kerangka dasar dalam 
merumuskan kebijakan hukum atas rencana revisi UU 
Kesehatan Reproduksi ke depannya, sehingga pengaturan 
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delik tentang aborsi tidak lagi terjadi tumpang tindih kepada 






A. Pengertian Dasar 
 Sudah menjadi kelaziman dalam setiap mengawali penelitian 
atas kajian permasalahan dalam hal apapun. Pastinya definisi atau 
proses mendeskripsikan istilah yang akan  sering digunakan harus 
diuraikan pada bagian-bagain awal. Oleh karena itu dalam 
penguraian bab II ini dikualifikasikan lima hal yang menjadi 
pengertian dasar untuk dijelaskan pemaknaannya. Diantara lima 
pengertian umum yang akan diuraikan, meliputi; apa yang dimaksud 
tindak pidana, aborsi, pemerkosaan, hukum kesehatan, dan hukum 
kedokteran. 
 Dasar falsafat yang membingkai kerangka hukum konseptual 
untuk menguraikan pengertian tindak pidana, aborsi, pemerkosaan, 
hukum kesehatan, dan hukum kedokteran tidak lain dimaksudkan 
untuk memberi titik terang sehingga aborsi dan pemerkosaan dapat 
dikatakan sebagai perbuatan pidana yang di dalamnya terpenuhi 
unsur melawan hukum; dan yang berhubungan dengan kesalahan 
yang sudah ditentukan tegas dalam Undang-Undang sehingga 




1. Tindak Pidana 
 Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan 
paling umum untuk istilah “straafbar feit” dalam bahasa Belanda 
walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi straafbar feit. 
 Ada banyak pengertian tentang tindak pidana yang 
dikemukakan oleh ahli, namun dari berbagai definisi yang ada, 
penulis akan menggunakan beberapa pengertian yang 
dikemukakan oleh ahli, diantaranya : 
1. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan 
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. (Chairul Huda, 2006: 20). 
2. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (A. Zainal 
Abidin Farid, 1995:225). 
3. Menurut E.Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu 
melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
Sementara itu, Moeljatno mengemukakan bahwa pengertian 
tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan 
yang dicita-citakan oleh masyarakat. 
 
 Sedangkan pengertian tindak pidana oleh Kanter dan 
Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan 
tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana 
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oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu 
bertanggung jawab).  
Menurut Wirdjono Projodikoro, bahwa pengertian tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana. (Sudarto : 1990,38) 
 
 Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan 
tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-
undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. 
Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau 
bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi 
atau tidak diberi sanksi pidana. (Erdianto Efendi, 2011:21) 
2. Aborsi 
 Aborsi/abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh 
akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu 
untuk hidup di luar kandungan, dimana beratnya masih di bawah 
500 gram atau sebelum usia kehamilan 20 minggu serta 
mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) 
sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya 
adalah kelahiran prematur. 
 Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan 
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kriminal yang telah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya 
Pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349. Menurut KUHP, 
aborsi merupakan:  
a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium 
perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap 
tercapai (38-40 minggu),  
b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di 
luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 
20 minggu).  
 
 Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan 
kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan 
pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup. (Julianty 
Pradono, 2014:15). 
3. Pemerkosaan  
 Ada beberapa pengertian mengenai pemerkosaan yang 
menjadi pegangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di 
bawah ini dikemukakan beberap pengertian tentang 
pemerkosaan. 
Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual 
yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa 
manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk 
penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh 
lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu 
secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. (Wikipedia, 2009) 
 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga: 1998), 
pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, 
gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan 
kekerasaan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, 
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cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. Jika 
mencermati makna tersebut di atas, diketahui bahwa 
pemerkosaan memiliki unsur-unsur: memaksa, dengan kekerasan, 
menggagahi. 
Pemerkosaan juga dapat didefinisikan sebagai berikut:  
a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang 
wanita tanpa persetujuannya.  
b. Persetubuhan yang tidak sah oleh pria terhadap seorang 
wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan 
dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.  
c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria 
terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa 
persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan 
atau di bawah kondisi ancaman lainnya. (Ekotama, 2001;99). 
 
 Soetandyo Wignjosoebroto seperti yang dikutip oleh 
Suparman Marzuki mendefinisikan pemerkosaan sebagai berikut: 
Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual 
oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara 
yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. 
(Abar, 1998:25). 
1. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa 
pemerkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa 
seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh 
dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat 
melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu. (Abdul Wahid dan Muh. Irfan;2001;40). 
2. R. Sugandhi, mendefinisikan pemerkosaan adalah seorang 
pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya 
untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan 
ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria 
telah masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang 
kemudian mengeluarkan air mani. (Abdul Wahid dan Muh. 
Irfan;2001;40) 
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3. Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh 
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa 
pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi 
perempuan terhadap laki-laki. (Abdul Wahid dan Muh. 
Irfan:2001;65) 
4. Black’s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, 
merumuskan pemerkosaan atau rape sebagai berikut: 
“...unlawfull sexual intercourse with a female without her 
consent. The unlawfull camal knowledge of a woman by a 
man forcibly and against her will. The act of sexual 
intercourse commited by a man with a woman not his wife 
and without her consent, commited when woman’s 
resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive 
conditions...”(...hubungan seksual yang melawan 
hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa 
persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak 
sah terhadap perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan 
dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. 
Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 
terhadap perempuan yang bukan istrinya dan tanpa 
persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan 
tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di 
bawah keadaan penghalang...). (Topo Santoso, 1997;17) 
 
 Pemerkosaan oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma 
menggolongkan sebagai berikut: 
a. Sadistic rape 
Pemerkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan 
agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku 
pemerkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik 
bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui 
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh 
korban. 
b. Anger Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan 
rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini 
seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, 
kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
c. Domination Rape 
Yaitu pemekosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk 
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 
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Tujunnya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti 
korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan 
seksual. 
d. Seductive Rape 
Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi 
merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada 
mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal 
harus dibatasi tidak sampai sejauh bersenggama. Pelaku 
pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan 
paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan 
bersalah yang menyangkut seks. 
e. Victim Precipated Rape 
Yaitu pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebabagi pencetusnya. 
f. Exploitation Rape 
Suatu pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap 
kesempatan melakukan seksual yang diperoleh oleh laki-laki 
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan 
posisi perempuan yang bergantung padanya secara 
ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh 
suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh 
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan 
kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. (Mulyana W. 
Kusuma, 1983 dalam Wahid dan Muh. Irfan, 2001: 46-47) 
 
 Jenis-jenis pemerkosaan juga dapat dibedakan menjadi 
beberapa jenis, antara lain: 
a. Pemerkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban 
1. Pemerkosaan oleh suami atau mantan suami 
Pemerkosaan juga dapat terjadi dalam suatu 
perkawinan, karena suami merasa berhak untuk 
memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai 
keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. 
Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang 
merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan 
seks pada mantan istrinya. 
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2. Pemerkosaan oleh teman kencan atau pacar 
Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk 
berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia 
sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan 
korban, karena korban dianggap sengaja memancing 
birahi, atau si pacar sudah berjanji akan mengawini 
korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk 
wajar bila si perempuan masih mempuanyai kesempatan 
untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh 
pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal 
bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan 
pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai 
memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu 
kasus pemerkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika 
perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tetapi 
pacarnya nekat melakukannya itu berarti pemerkosaan. 
Kasus pemerkosaan seperti ini sangat jarang didengar 
oleh orang lain karena korban malu dan takut 
dipersalahkan orang. 
3. Pemerkosaan oleh atasan/majikan 
Pemerkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan 
dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya 
dengan ancaman akan di-PHK bila menolak, atau 
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dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan 
kekuasaan si atasan atau majikan. 
4. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak 
Seorang anak perempuan atau laki-laki diperkosa oleh 
laki-laki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. 
Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya 
paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila 
anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak 
melaporkan kepada ibunya, nenek, atau anggota 
keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak 
digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong atau 
berhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu 
hanya dengan alasan “tidak mungkin 
bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”. 
b. Pemerkosaan oleh orang tak dikenal 
 Jenis pemerkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih 
jarang terjadi daripada pemerkosaan dimana pelakunya dikenal 
oleh korban. 
 Di masyarakat Indonesia pada sekarang ini masih banyak 
mitos tentang pemerkosaan. Penyebaran mitos ini tak lain 
karena kepercayaan masyarakat dan pola interaksi masyarakat 
Indonesia pada umumnya masih terikat dengan pemahaman 
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lama warisan orang yang dituakan di tengah masyarakat. 
(Wirdjono Prodjodikoro;1986;203) 
 Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip LSM 
Kalyanamitra, memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar 
pemerkosaan sebagai berikut : 
Dalam perspektif mitos: 
a. Pemerkosaan merupakan tindakan impulsive dan didorong 
oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol; 
b. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), 
orang yang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan; 
c. Pemerkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan 
tidak terpelajar; 
d. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang 
mengundang pemerkosaan (berpakaian minim, berdandan 
menor, berpenampilan menggoda, dan sebagainya); 
e. Pemerkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi: di luar 
rumah, sepi, gelap, dan di malam hari; 
f. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa. 
 
 Sementara faktanya, pemerkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak 
terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi 
kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar 
pemerkosaan merupakan tindakan yang direncanakan; Banyak 
pelaku pemerkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. 
Pada kenyataannya, banyak pemerkosaan bisa menimpa siapa saja, 




4. Hukum Kesehatan 
 Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang 
kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan 
menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan 
masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem 
Kesehatan Nasional disebutkan bahwa, kesehatan menyangkut 
semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya 
sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian 
kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai:   
A state of complete physical, mental, and social, well being and 
not merely the absence of desease or infirmity. (Koeswadji, 
1992:17). 
 
 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan 
sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. Oleh karenanya perlu juga diberlakukan 
sebuah aturan yang dapat menjamin oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Aturan-aturan tersebut disebut dengan hukum 
kesehatan. Dengan kata lain, Hukum kesehatan dapat diartikan 
sebagai aturan yang berlaku pada penyelenggara kesehatan baik 
ditinjau dari pelayanan kesehatan, penyediaan kesehatan, tenaga 
kesehatan, dan sarana kesehatan. Hukum kesehatan meliputi 
semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak 
dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan 
20 
dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, 
sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain. Hukum kesehatan 
menyangkut hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum 
farmasi klinik, dan hukum rumah sakit. 
 Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan 
Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua 
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini 
menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap 
lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan maupun 
dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala 
aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, 
ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber 
hukum lainnya. 
 Menurut beberapa ahli, pengertian hukum kesehatan dapat 
diartikan sebagai berikut: 
1. Van Der Mijn mengemukakan bahwa hukum kesehatan 
diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum 
perdata, pidana, dan tata usaha negara. 
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2. Leenen berpendapat bahwa hukum kesehatan sebagai 
keseluruhan aktifitas yuridis dan peraturan hukum di bidang 
kesehatan serta studi ilimiahnya. 
 Dari pengertian ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
hukum kesehatan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur 
secara khusus segala aspek yang berkaitan dengan upaya dan 
pemeliharaan di bidang kesehatan. 
5. Hukum Kedokteran 
Hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum 
kesehatan yang menyangkut pelayanan kedokteran (medical 
care/service). (Amir, 2007:91) 
 
B. Jenis-jenis Aborsi 
 Dalam dunia kedokteran dikenal 2 macam jenis aborsi, yaitu 
spontaneous Abortion (Aborsi Spontan/alamiah), dan Induced 
Abortion atau procured abortion (Aborsi yang disengaja/buatan) yang 
di dalamnya termasuk Therapeutic abortion, Eugenic Abortion, 
Elective Abortion.  Berikut penjelasan dari jenis-jenis aborsi di atas :  
1. Spontaneous Abortion (Aborsi Spontan/alamiah) 
Spontaneous Abortion atau Aborsi Spontan adalah aborsi yang 
berlangsung secara alami tanpa tindakan apapun. Kebanyakan 
disebabkan oleh kurang baiknya kualitas sel sperma dan sel telur 
inangnya, dan kadang juga disebabkan oleh trauma kecelakaan 
dan sebab-sebab alami alinnya. 
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2. Induced Abortion atau Procured Abortion (Aborsi yang 
disengaja/buatan) 
Induced Abortion atau Procured Abortion adalah pengakhiran 
kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu 
akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu 
maupun si pelaksana aborsi (dokter, bidan, atau dukun beranak). 
Induced Abortion atau Procured Abortion mencakup tiga jenis 
aborsi lainnya, yaitu: 
a. Therapeutic Abortion/Aborsi Medis: adalah pengguguran 
kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai 
contoh, seorang ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai 
penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang 
parah yang dapat membahyakan baik bagi calon ibu maupun 
janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua melalui 
pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. 
Selain itu Therapeutic Abortion juga dapat dilakukan karena 
kehamilan tersebut dapat mengancam kesehatan rohani calon 
ibu, apakah akan berdampak pada saat kehamilan atau pada 
kelahiran bayi. Misalnya korban pemerkosaan, hamil di luar 
nikah. 
b. Eugenic Abortion: pengguguran yang dilakukan terhadap janin 
yang cacat karena dikhawatirkan akan mengalami proses 
lahiran yang dapat membahyaakan nyawa salah satunya. 
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c. Elective Abortion: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-
alasan lain dengan pertimbangan dan persetujuan oleh semua 
pihak yang bersangkutan. 
 
C. Unsur Tindak Pidana Aborsi 
 Unsur suatu tindak pidana dapat diuraikan melalui perincian 
dari pasal yang menjerat si pelaku. Berikut akan diuraikan unsur 
tindak pidana aborsi serta keikutsertaan dalam proses aborsi yang 
melibatkan dokter atau tenaga medis lainnya. Berhubungan dengan 
kasus aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 299, 343, 347,348, 
dan 349 KUHP. Berikut penguraian unsur Tindak Pidana Aborsi :  
- Pasal 299 KUHP 
1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita 
menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu 
hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat puluh tahun atau pidana denda 
paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. 
2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, 
bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 
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3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu. 
Unsur-unsur: 
Unsur Subjektif   : Dengan Sengaja 
Unsur-unsur Objektif : - Barangsiapa 
- Merawat 
- Menyarankan untuk mendapat    
suatu perawatan 
- Memberitahukan atau 
memberikan  harapan bahwa 
dengan perawatan tersebut, 
suatu kehamilan dapat 
menjadi terganggu 
- Seorang Wanita. (Lamintang, 
2009;225) 
 
- Pasal 342 KUHP 
Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan 
karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, 
pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa 
anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri 
dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. 
Unsur-unsur: 
Unsur Subjektif : melaksanakan niat 
Unsur Objektif : 1. Seorang ibu 
     2. Melahirkan anaknya 
     3. Merampas nyawa anaknya 
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4. Melakukan pembunuhan anaknya dengan 
rencana 
- Pasal 343 KUHP 
Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang 
bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan 
atau pembunuhan anak dengan rencana. 
- Pasal 346 KUHP 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
Unsur-unsur: 
Unsur Subjektif    : Sengaja 
Unsur Objektif : 1. Menggugurkan atau mematikan     
kandungannya 
       2. menyuruh orang lain 
 3. Seorang wanita 
- Pasal 347 KUHP 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Unsur-unsur: 
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Unsur Subjektif : Dengan sengaja 
Unsur objektif : 1. Barangsiapa 
 2.Menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita 
  3. Tanpa persetujuan 
- Pasal 348 KUHP 
1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana denda paling lama dua belas tahun. 
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. 
Unsur-unsur: 
Unsur Subjektif : Dengan sengaja 
Unsur Objektif : 1. Barangsiapa 
      2. Menggugurkan atau mematikan kandungan 
     3. Menyetujui 
     4. Seorang wanita 
- Pasal 349 KUHP 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau 
membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam 
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pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak 
untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 
Unsur-unsur: 
Unsur subjektif : membantu melakukan kejahatan, melakukan,             
membantu melakukan salah satu kejahatan 
Unsur Objektif    :   1. Seorang dokter, bidan, atau juru obat 
     2. melakukan 
     3. Membantu melakukan salah satu kejahatan 
 
D. Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan 
 Pada poin ini selanjutnya diuraikan unsur-unsur tindak pidana 
pemerkosaan, yang diatur dalam beberapa pasal Bab XIV mengenai 
kejahatan teerhadap kesusilaan dalam KUHP. Pasal-pasal yang 
mengatur tentang pemerkosaan diantaranya adalah Pasal 285, 286, 
289, 290, dan 294. 
 Pasal 285 KUHP 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Unsur-unsur: 
Unsur objektif  :  1. Barangsiapa 
       2. Dengan kekerasan atau 
3.Dengan ancaman akan memakai   
kekerasan 
      4. Memaksa 
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      5. Seorang wanita 
  6. Mengadakan hubungan kelamin di 
luar perkawinan 
7.Dengan dirinya. (Lamintang, 2009;97) 
 
 Pasal 286 KUHP 
Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
Unsur-unsur: 
Unsur subjektif : yang ia ketahui 
Unsur objektif : 1. Barangsiapa 
2.Mengadakan hubungan kelamin di luar  
perkawinan 
    3. Dengan seorang wanita yang: 
   a. Sedang berada dalam keadaan pingsan 
b.Sedang berada dalam keadaan tida berdaya 
 Pasal 289 KUHP 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan 





Unsur objektif : 1. Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman    
akan memakai kekerasan 
  3. Memaksa seseorang 
 4. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
sifatnya melanggar kesusilaan atau 
  5. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-
tindakan yang sifatnya melanggar 
kesusilaan 
 Pasal 290 KUHP 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
1. Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar 
kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang 
tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau 
sedang berada dalam keadaan tidak berdaya; 
2. Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar 
kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau 
sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut 
belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat 
diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi; 
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau 
sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut 
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belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat 
diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi, untuk 
melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-
tindakan melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan 
hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.  
Unsur-unsur: 
Unsur subjektif :  sepantasnya harus dapat ia duga 
Unsur objektif : 1. Orang yang belum dapat dinikahi 
2. Orang yang belum mencapai usia 
lima belas tahun 
 Pasal 294 KUHP 
(1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar 
kesusilaan dengan anaknya sendiri, anak tirinya, dengan 
anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa, 
atau dengan seseorang yang belum dewasa yang 
pengurusannya, pendidikan atau penjagaannya telah 
dipercayakan kepadanya, atau dengan seorang pembantu 
atau seorang bawahannya yang belum dewasa, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama: 
a. Pegawai negeri yang melakukan tindakan-tindakan 
melanggar kesusilaan dengan seseorang yang menurut 
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jabatan merupakan seorang bawahannya atau yang 
penjagaannya telah dipercayakan kepadanya; 
b. Seorang pengurus, dokter, guru, pejabat, pengawas, atau 
pembantu suatu lembaga pemasyarakatan, lembaga kerja 
negara, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, rumah 
sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga kebajikan,  
yang melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan 
dengan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya. 
Unsur-unsur: 
Unsur objektif : 1. Barangsiapa; 
2. Melakukan tindakan-tindakan melanggar 
kesusilaan; 
3.  Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau 
anak angkat yang belum dewasa ataupun 
anak belum dewasa yang pengurusan, 
pendidikan, atau penjagaannya 
dipercayakan kepada pelaku; 
4. Seorang pembantu atau bawahan yang 
belum dewasa 
 
E. Prinsip Praduga Tidak Bersalah  
 Asas praduga tidak bersalah ini tidak  mempunyai arti yang 
pasti, sehingga penulis hanya menuliskan makna yang terkandung di 
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dalamnya, sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana dalam penjelasan umum butir 3C KUHAP, yang berbunyi: 
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau 
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat. 
 
 Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana 
merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara 
bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana  
 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro 
(1983:44), dalam hal mencari kebenaran material disini berarti 
bahwa: 
Apabila seorang terdakwa mengakui terus terang 
kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum pengakuan 
terdakwa harus berdasar pula atas kebenaran. Mungkin 
seorang terdakwa mengakui kesalahannya oleh karena ia 
mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan. 
Kalau ini ternyatakan, maka terdakwa harus dibebaskan dari 
tuduhan, meskipun ia seratus kali mengucapkan pengakuan 
salah. 
Pada prinsipnya, asas praduga tidak bersalah hendak 
menekankan bahwa setiap orang berhak untuk dianggap tidak 
bersalah sebelum kesalahannya terbukti secara sah di dalam 
sidang yang mengadili perkaranya. (Wirdjono Prodjodikoro, 
1983:44) 
 
 Ini berarti, walau sekalipun ada tanda atau petunjuk, bahkan 
misalnya diajukan ke pengadilan, yang bersangkutan tetap berhak 
dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah. Barulah melalui suatu 
pemeriksaan dalam suatu pengadilan, dan kesalahananya dapat 
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dibuktikan serta putusan hakim telah dijatuhkan, maka asas praduga 
tidak bersalah menjadi gugur. 
 Konsekuensi logis dari prinsip ini ialah seorang yang disangka 
telah melakukan suatu perbuatan pidana patut dan wajib mendapat 
perlindungan hukum. Wujud dari perlindungan hukum berupa 
perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 
 Di dalam konsep praduga tidak bersalah, hak-hak individu lebih 
diutamakan, berarti segala hak yang diberikan peraturan undang-
undang harus diberikan kepadanya. Jadi praduga tidak bersalah 
hanya bisa diterapkan bila benar-benar diutamakan hak-hak individu. 
 Itulah sebabnya maka seorang tersangka diberikan sederetan 
hak-hak yang telah diperincikan oleh KUHAP, yaitu mulai dari Pasal 
50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak itu adalah: 
1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili 
[Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP]. 
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang 
didakwakan [Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP] 
3. Hak untuk memberikan keterangan secaraa benar kepada 
penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (pasal 52). 
4. Hak untuk mendapat juru bahasa [Pasal 53 ayat (1)]. 
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5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 
pemeriksaan (Pasal 54). 
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum 
yang ditunjuk pleh pejabat yang bersangkutan pada semua 
tingkat pemeriksaan yang bersangkutan pada semua tingkst 
pemeriksaan bagi terdakwa atau tersangka yang diancam 
pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma. 
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk 
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya 
[Pasal 57 ayat (2)]. 
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa 
yang ditahan (Pasal 58). 
9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang 
serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk 
mendapat bantuan hukum atau jaminan penangguhannya hak 
untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang 
sama diatas (Pasal 59 dan 60). 
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan 
dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan 
pekerjaan atau untuk hubungan surat menyurat. 
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-
menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 61). 
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12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menerima kunjungan 
rohaniah (Pasal 63). 
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli 
yang a de charge (Pasal 65). 
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian 
(Pasal 68) 
Dan dalam undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 
kekuasaaan pokok kehakiman yaitu: 
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim 
yang mengadili perkaranya [Pasal 27 ayat (1)]. 
 Menurut penulis, hak yang diberikan tersebut di atas kepada 
tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi “manusia” 
yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai objek dan 
subjek dalam anggota masyarakat. Jika seorang tersangka atau 
terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil yang sungguh-
sungguh adalah pelaku suatu delik, maka merupakan suatu resiko 
dari perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang 
tersangka atau terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah 
seperti yang dilaporkan, diadukan, atau didakwakan. Setiap orang 
dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap 
bahwa ia bersalah (presumption of innocence). 
 Di situlah letak pentingnya hak-hak asasi manusia terhadap 
tersangka atau terdakwa. Bagaimana jika ia telah mengalami 
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penderitaan karena pemeriksaan yang telah berlangsung lama dan 
membuat seseorang menderita, sedangkan ia belum tentu bersalah 
seperti dalam kasus sengkon dan karta, atau mungkin ada banyak 
kasus lain yang tidak terungkap seperti itu. Di situlah letak 
pentingnya salah satu asas hukum acara pidana yang dianut dalam 
KUHAP, ysitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
 Penegak hukum dalam rangka proses peradilan pidana 
menghadapi tugas yang berat. Dia dihadapkan pada dua pilihan 
sekaligus yang salah satunya tidak dapat disingkirkan, yaitu 
menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai manusia pribadi dan 
anggota masyarakat yang mempunyai kebebasan, disamping itu 
menghadapi suatu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan 
tersangka atau terdakwa yang patut diduga atau sangat diduga 
melakukan perbuatan itu. 
 Ada suatu anggapan dalam masyarakat, bahwa apabila 
seseorang berurusan dengan kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan 
maka orang tersebut dianggap telah terlibat dengan suatu tindak 
pidana tertentu. Anggapan itu jelas salah. Orang-orang yang diminta 
keterangannya sebagai saksi dalam suatu pemeriksaan adalah 
orang-orang yang tidak bersalah. Sama sekali tidak ada aibnya jika 
orang diminta untuk memberi keterangan sebagai saksi. 
 Akibat pengertian yang tidak tepat itu, orang enggan 
berhubungan dengan hukum dan prosedur serta prosesnya. Asas 
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hukum tidak ditafsirkan oleh masyarakat sebagai “ultimum 
remedium” (pilihan terakhir) yaitu melindungi seluruh masyarakat dari 
segala tindak kejahatan dan sekaligus memberi sanksi kepada para 
pelaku tindak pidana. Sebaliknya, hukuman dianggap mencemarkan 
nama baik seseorang. 
 Padahal, jelas “hukum bukan mencemarkan nama baik orang, 
melainkan untuk melindungi. Oleh karena itu, semua kesalahan 
harus dibuktikan lewat pemeriksaan melalui pengadilan. 
 Untuk memperbaiki keadaan “salah tafsir” dari masyarakat 
seperti itu perlu dan wajib untuk menjelaskan dan mensyaratkan 
asas praduga tidak bersalah. 
 
F. Etika Profesi Dokter 
 Etik dan hukum memiliki tugas yang sama, yaitu untuk 
mengatur tertib dan tenteramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. 
Namun pengertian hukum dan etik berbda. Etik berasal dari kata 
yunani yaitu “ethos”, yang berarti “yang baik, yang layak”. Ini 
merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola-pola tingkah laku 
kelompok profesi tertentu dalam memberikan layanan jasa kepada 
masyarakat. Contoh pekerjaan profesi  antara lain adalah pekerjaan 
dokter.  
 Tugas dokter adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat 
di lingkungan sekitarnya bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia, 
akan tetapi seorang dokter memerlukan pedoman dalam 
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menjalankan tugasnya. Setiap pedoman apapun yang berlaku di 
Indonesia tidak melenceng dari luhurnya nilai-nilai Pancasila dan 
UUD 1945 yang meupakan ideologi bangsa dan konstitusi yang 
berlaku hingga saat ini. 
 Salah satu pedoman yang menjadi panutan dan perlindungan 
bagi seorang dokter dalam menjalankan tugasnya adalah Kode Etik 
Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi Kodeki). Kodeki 
sendiri merupakan suatu pedoman yang mengandung pasal-pasal 
yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban umum yang diatur pada 
Pasal 1-13, kewajiban dokter terhadap pasien pada Pasal 14-17, 
kewajiban dokter terhadap teman sejawat pada Pasal 18-19, serta 
kewajiban dokter terhadap diri sendiri pada Pasal 20-21. 
 Kodeki ini menjadi sangat penting apabila terjadi hal-hal yang 
tidak diharapkan dikemudian hari karena apabila seorang dokter 
telah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak 
menyalahi aturan-aturan lain yang berlaku untuk profesinya, maka 
hal ini yang menjadi pelindung bagi dokter-dokter Indonesia 
 Etik profesi merupakan seperangkat perilaku anggota profesi 
dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri etik profesi antara lain: 
berlaku untuk lingkungan profesi, disusun oleh organisasi profesi 
yang bersangkutan, mengandung kewajiban dan larangan, dan 
menggugah sikap manusiawi. 
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 Profesi kedokteran merupakan profesi tertua dan dikenal 
sebagai profesi yang mulia karena berhadapan dengan hal yang 
paling berharga dalam hidup seseorang yaitu masalah kesehatan 
dan kehidupan. Menurut pasal 1 butir 11 UUPK No. 29 Tahun 2004 
bahwa suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang 
diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat 
melayani masyarakat. 
 Etik profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para 
dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, 
masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. 
 Norma etika praktik kedokteran yang dibakukan berfungsi 
sebagai ciri dan cara pedoman dokter dalam bersikap, bertindak, dan 
berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti, dan 
dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan profesi yang 
seringkali mendahului kebebasan profesi itu sendiri. 
 Khusus di Indonesia, perumusan norma dan penerapan nyata 
etika kedokteran kepada perseorangan pasien/klien atau kepada 
komunitas/masyarakat di segala bentuk fasilitas kesehatan/ 
kedokteran juga didasarkan atas asas-asas ideologi pancasila dan 
UUD 1945. Semua pedoman etik dimana pun diharapkan akan 
menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap dokter sebagai 
pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan etika kedokteran, juga 
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didasarkan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat 
kebenaran “serba baik” dari manusia penyandangnya.  
 Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) merupakan kumpulan 
peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai tolok ukur 
perilaku idea/optimal dan penahan godaan penyimpangan profesi 
perorangan dokter yang merupakan pengabdi profesi di Indonesia. 
Kodeki merupakan simbol tekad perjuangan para dokter se-
Indonesia untuk berbuat lebih baik lagi, tergambarkan dari pasal-
pasal profesi luhur yang diolah oleh Majelis Kehormatan Etika 
Kedokteran (MKEK) IDI agar lebih implementatif dalam 
penerapannya melalui MKEK wilayah, MKEK cabang, Dewan Etika 
perhimpunan dokter-dokter spesialis maupun seminat dan pelayanan 
primer, dimanapun dokter berada. MKEK lah yang menjadi 
penanggungjawab merumuskan rasionalitas, adaptabilitas, dan 
proporsionalitas norma etika antara cakupan pasal-pasal. 
 Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 yang baru 
saja direvisi dan diterbitkan pada 9 November 2012 oleh Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia, maka butir pasal-pasal yang diatur 
dalam KODEKI adalah sebagai berikut: 
a. Kewajiban Umum 
 Pasal (1) Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, 
dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. 
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 Pasal (2) Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan 
keputusan profesional secara independen, dan 
mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang 
tertinggi. 
 Pasal (3) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, 
seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang 
mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian 
profesi. 
 Pasal (4) seorang doker wajib menghindarkan diri dari 
perbuatan yang bersifat memuji diri. 
 Pasal (5) tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin 
melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib 
memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya 
diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. 
 Pasal (6) setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam 
mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik 
atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan 
terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat. 
 Pasal (7) seorang dokter wajib hanya memberi surat 
keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri 
kebenarannya. 
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 Pasal (8) seorang dokter wajib, dalam setiap praktek 
medisnya, memberikan pelayanan secaras kompeten dengan 
kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih 
sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat 
manusia. 
 Pasal (9) seorang dokter wajib bersikap jujur dalam hubungan 
dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya mengingatkan 
sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki 
kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang 
melakukan penipuan atau penggelapan. 
 Pasal (10) seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, 
teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib 
menjaga kepercayaan pasien. 
 Pasal (11) setiap dokter wajib senantiasa mengingat 
kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. 
 Pasal (12) dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter 
wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan 
kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik 
fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha 
menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. 
 Pasal (13) setiap dokter dalam bekerjasama dengan para 
pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya 
dan masyarakat, wajib saling menghormati. 
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b. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien 
 Pasal (14) seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan 
mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya 
untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu 
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas 
persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien 
kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. 
 Pasal (15) setiap dokter wajib memberikan kesempatan 
pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan 
keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan 
atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. 
 Pasal (16) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu 
yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga 
setelah pasien itu telah meninggal dunia. 
 Pasal (17) setiap dokter wajib melakukan pertolongan 
darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali 
bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu 
memberikannya. 
c. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat 
 Pasal (18) setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya 
sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 
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 Pasal (19) setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien 
dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya 
atau berdasarkan prosedur yang etis. 
d. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri 
 Pasal (20) Setiap dokter wajib memelihara kesehatannya, 
supaya dapat bekerja dengan baik. 
 Pasal (21) setiap dokter wajib senantiasa mengikuti 








A. Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 
Normatif dan pendekatan Empirik. 
 
B. Lokasi Penelitian 
 Untuk penelitian lapangan, penulis memilih lokasi pada 
beberapa dokter spesialis kandungan dan Pengadilan Negeri 
Makassar. Lokasi tersebut dipilih karena pihak dan instansi tersebut 
banyak terkait dalam pengabaian prinsip praduga tidak bersalah 
terhadap legalisasi aborsi karena pemerkosaan.  
 
C. Jenis Data 
Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, meliputi: 
1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, pada 
lokasi penilitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, 




D. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) yakni 
penilitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-perundangan, karya tulis, serta data yang 
didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media 
lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 
 
E. Analisis Data 
 Metode yang digunakan untuk membahas masalah yang 
dikemukakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu 
dengan memaparkan tumpang tindih antara ketentuan tentang 
legalisasi aborsi karena pemerkosaan sebagaimana dalam UU 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi dibandingkan dengan KUHP 
dan KUHAP yang tidak membolehkan aborsi karena pemerkosaan. 
Selain itu, pemaparan isu hukum juga dilakukan perbandingan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Pengenyampingan Prinsip Praduga Tidak Bersalah Atas 
Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan 
 
Peristiwa pemerkosaan merupakan peristiwa yang akan 
membawa dampak trauma psikis dan fisik yang berlangsung lama 
bagi korban pemerkosaan. Dengan lahirnya seorang anak yang tidak 
diinginkan sebagai akibat pemerkosaan, akan menimbulkan situasi 
yang sulit bagi seorang wanita yang mengalami pemerkosaan, dan 
juga keluarga yang terlibat secara emosional terhadap peristiwa itu. 
Dengan keadaan seperti itu, maka tentu saja akan menimbulkan 
kondisi yang tidak adil bagi nasib janin tersebut kelak di kemudian 
hari ketika dia terlahir, karena tentunya seorang anak harus 
dibesarkan dengan kasih sayang yang lembut dan besar dari orang 
tua dan keluarganya.  
Lebih lanjut, salah satu latar belakang aborsi dilarang oleh 
undang-undang karena bertentangan dengan moral masyarakat 
dan moral agama. Apabila dihubungkan dengan pendapat tersebut, 
sebenarnya yang menentang moral adalah pemerkosaanya bukan 
orang yang melakukan aborsi. Aborsi hanyalah merupakan akibat 
tindakan orang yang memperkosa perempuan, sehingga perempuan 
tersebut menjadi hamil. Perempuan dalam hal ini adalah sebagai 
korban dan rentan perbuatan pidana (perkosaan).  
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Dalam KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus 
kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak 
diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya. Pengaturan 
abortus provocatus di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman 
Belanda, dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia medis 
yang terpaksa harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa 
si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-
undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika 
pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, 
perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum 
dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka 
melakukan aborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh 
karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang 
baru, yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi 
para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan 
akan peraturan perundang-undangan baru tersebut dipenuhi dalam 
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan UU No. 23 
Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi. 
Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bagian penjelasan Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 
pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang 
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ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Tetapi 
kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis 
merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis 
untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami 
permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat 
kehamilan. 
Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, 
seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan 
sosial. Kehamilan akibat pemerkosaan akan mempengaruhi kondisi 
mental Korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat 
akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga 
akan berakibat buruk bagi perkembangan janin yang dikandung 
korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban pemerkosaan 
mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan 
menginginkan untuk melakukan aborsi. 
1. Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdassarkan 
UU No. 36 Tahun 2009 
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
telah mengatur mengenai aborsi dan pelarangan aborsi 
sebagaimana tertuang dalam bunyi pasal 75, yakni: 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi 
(2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat 
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bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan 
b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban pemerkosaan 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri 
dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor yang 
berkompeten dan berwenang 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 
 
Berdasarkan uraian norma tersebut di atas, maka kejelasan 
mengenai legalisasi aborsi akibat pemerkosaan dalam UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, termuat jelas di dalam pasal 75 ayat 
(2) huruf b. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa seorang 
wanita yang hamil akibat pemerkosaan dapat melakukan aborsi, 
karena adanya indikasi korban akan mengalami trauma psikologis 
akibat tindakan pemerkosaan.  
2. Tindakan Aborsi berdasarkan PP No 61 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Reproduksi 
Peraturan Pemerintah ini, pada dasarnya merupakan 
pengaturan lebih lanjut berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun pengaturan mengenai 
aborsi untuk korban pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi termuat dalam 






(1) Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin 
dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan 
keselamatan serta kesehatan fisik, mental dan seksual. 
(2) Penanganan aspek hukum, kemanan dan keselamatan 
sebagaimana pada ayat (1) meliputi : 
a. Upaya perlindungan dan penyelamatan korban, 
b. Upaya forensic untuk pembuktian, dan 
c. Identifikasi pelaku. 
(3) Penanganan aspek kesehatan, fisik, mental dan seksual pada 
korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) 
meliputi: 
a. Pemeriksaan fisik, mental dan penunjang, 
b. Pengobatan luka dan/atau cidera 
c. Pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular 
seksual, 
d. Pencegahan dan/atau penanganan kehamilan, 
e. Terapi psikiatris dan psikoterapi, dan 
f. Rehabilitasi psikososial 
(4) Ketentuan mengenai penangan korban kekerasan seksual 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pengaturan tentang penanganan korban perkosaan pada 
pasal 29 ayat (3) belum dapat menjelaskan secara detail mengenai 
prosedur, pembiayaan, tahapannya serta perlindungannya. 
Selanjutnya Pasal mengenai syarat dapat dilaksanakannya aborsi 
diatur dalam: 
Pasal  31: 
(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: 
a. Indikasi kedaruratan medis 
b. Kehamilan akibat perkosaan 
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf  b hanya dapat dilakukan apabila usia 





(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil 
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hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak 
perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuktikan dengan: 
a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang 
dinyatakan oleh surat keterangan dokter. 
b. Keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai 
adanya dugaan perkosaan. 
 
Wanita yang akan melakukan aborsi berhak mendapatkan 
konseling. Berikut adalah pasal yang mengatur konseling sebelum 
melakukan tindakan aborsi: 
Pasal 37  
(3) Konseling pra tindakan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan 
dengan tujuan: 
a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin 
melakukan aborsi 
b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang 
ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau 
tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan 
klinis dan pemeriksaan penunjang 
c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan 
dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya 
d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk 
mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi 
atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi 
setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi 
e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. 
 
Pasal yang mengatur konseling pasca pelaksanaan tindakan 
aborsi adalah sebagai berikut: 
Pasal 37 
(4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksudkan pada 
ayat (2) dilakukan dengan tujuan: 
a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah 
tindakan aborsi 
b. membantu pasien untuk memahami keadaan atau kondisi 
fisik setelah menjalani aborsi 
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c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk 
pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan 
bila diperlukan 
d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi 
untuk mencegah terjadinya kehamilan 
 
Tindakan konseling maupun tindakan aborsi yang dilakukan 
ditangani oleh tim ahli yang dilatih terlebih dahulu baik ditingkat pusat 
maupun daerah sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. 
Peraturan Pemerintah ini masih memiliki kelemahan dalam hal 
tidak adanya kejelasan mengenai pembiayaan pemeriksaan dan 
layanan kesehatan bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual 
lainnya. 
3. Analisis Pengenyampingan Prinsip Praduga Tidak Bersalah 
Atas Tindakan Aborsi Untuk Korban Pemerkosaan 
 
Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam hukum positif Indonesia, 
dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan 
mengenai asas praduga tidak bersalah, yaitu: 
 “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 
atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap 
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap.” 
 
Selain itu mengenai asas praduga tidak bersalah ini juga 
dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: 
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 “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 
Berdasarkan uraian norma tersebut di atas maka dapat 
dimaknai bahwa seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
atau dihadapkan di depan pengadilan hanya dapat dianggap 
bersalah jika ditentukan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. Sehingga dengan begitu segala tindakan/perbuatan 
dan akibatnya yang terkait dengan yang disangkakan kepada pelaku 
tidak dapat dilakukan/dieksekusi tanpa putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. Hal ini termasuk terhadap tindakan aborsi 
terhadap janin yang diduga sebagai akibat pemerkosaan. 
Selanjutnya, dari ketentuan dalam Pasal 31 juncto Pasal 34 
PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, termuat 
dengan jelas mengenai persyaratan untuk dilaksanakannya aborsi 
bagi pemerkosaan. Dari kedua norma tersebut, dapat diuraikan hal-
hal yang harus dipenuhi agar aborsi terhadap korban pemerkosaan 
dapat dilakukan, yaitu: 
1) Adanya Kehamilan akibat perkosaan 
Yang dimaksud disini adalah kehamilan hasil hubungan 
seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 
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31 ayat (1) huruf b juncto Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi). 
2) Usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung hari pertama haid 
terakhir. 
Yang dimaksud disini adalah batasan pelaksanaan aborsi 
sesuai usia kehamilan, yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter mengenai usia kehamilan sesuai dengan kejadian 
perkosaan, paling lama 40 usia kehamilan (Vide Pasal 31 ayat 
(2) juncto Pasal 34 ayat (2) huruf a PP Nomor 61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi) 
3) Adanya keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain 
mengenai adanya dugaan perkosaan. 
Bagian ini adalah sebagai bukti adanya tindakan 
pemerkosaan yang dialami oleh perempuan yang akan 
melakukan aborsi. Unsur ini berupa surat keterangan penyidik, 
psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. 
(Vide Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Nomor 61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi). 
Dari uraian norma tersebut diatas maka dapat diketahui 
tentang syarat untuk dapat dilakukannya aborsi terhadap korban 
pemerkosaan, akan tetapi syarat tersebut tidak mengatur mengenai 
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 
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sehingga aturan ini, telah jelas mengeyampingkan prinsip praduga 
tidak bersalah dalam pelaksanaan normanya.  
Bentuk pengenyampingan prinsip praduga tidak bersalah 
terlihat dari bunyi Pasal 31 juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana 
proses aborsi terhadap korban dugaan pemerkosaan dilakukan 
tanpa adanya syarat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap terhadap pelaku yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan. 
Sedangkan, penentuan benar tidaknya tindakan pemerkosaan 
sebagai salah satu syarat dapat dilakukannya aborsi terhadap 
korban pemerkosaan, hanya dapat ditentukan oleh putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pada dasarnya 
pelaksanaan aborsi tidak dapat dilakukan, dan status 
tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum adalah tetap merujuk pada asas praduga tidak 
bersalah, sesuai ketentuan Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Adapun pelaksanaan aborsi akibat tindakan pemerkosaan, 
yang didasarkan pada surat keterangan dokter untuk usia kehamilan, 
serta keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai 
adanya dugaan pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
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61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut, pada 
dasarnya secara tidak langsung memberikan kewenangan lembaga 
peradilan dalam hal ini kewenangan hakim, kepada dokter, penyidik, 
psikolog dan ahli lain, karena surat keterangan dokter, penyidik, 
psikolog, dan ahli lain telah dijadikan sebagai syarat untuk dapat 
dilakukannya aborsi akibat dugaan pemerkosaan.  
Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang 
menegaskan tidak adanya kompetensi penyidik (Vide Pasal 7 ayat 
(1) KUHAP Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Jis Pasal 16 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian), maupun keterangan ahli 
(dokter, psikolog, dan/atau ahli lain), sesuai yang termuat dalam 
Pasal 1 angka 28 KUHAP, untuk menentukan (mengadili dan 
memberikan keputusan) tentang benar tidaknya tindakan 
pemerkosaan yang telah dilakukan oleh seorang 
tersangka/terdakwa, karena pada dasarnya kewenangan tersebut 
menurut ketentuan Perundang-undangan adalah kewenangan 
kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa campur 
tangan pihak mana pun (Vide Pasal 1 angka 8 KUHAP jo Pasal 1 
angka 9 KUHAP juo Pasal 1 angka 11 KUHAP jis UU No. 28 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Senada dengan pendapat 
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Andi Sofyan dan Abdul Aziz (Andi Sofyan & Aziz 2014:26-27)  yang 
meyatakan bahwa: 
“Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah 
kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa 
perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau 
intervensi dari pihak mana pun, sehingga merupakan 
kekuasaan yang absolut dan mutlak”.  
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili atau 
memeriksa dan menjatuhkan putusan adalah kekuasaan absolut dan 
mutlak yang hanya dimiliki oleh kekuasaan kehakiman.  
Selanjutnya, dengan dikesampingkannya prinsip praduga tak 
bersalah dalam norma ini, maka hal tersebut menurut penulis dapat 
menimbulkan persoalan dalam segi teknis pelaksanaan norma PP 
ini, bahkan norma PP ini secara teoritis tidak dapat berlaku, karena: 
1) Ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut, 
tidak sejalan dengan ketentuan Penjelasan Umum butir ke 3 
huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 
ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Ketidak sesuaian norma tersebut, diselesaikan 
dengan asas lex superiori derogate legi inferiori, yang 
menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara 
peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang lebih 
tinggi melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga 
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berangkat dari uraian tersebut, maka menurut penulis ketentuan 
Pasal 31 juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi  secara teoritis tidak dapat 
diberlakukan  karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih 
tinggi, yaitu Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2) Dari segi kewenangan dan kekuatan mengikat surat keterangan 
dokter dan surat keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain 
yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai dasar kewenangan 
untuk membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaaan 
terhadap korban yang akan melakukan aborsi, telah 
bertentangan dengan ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara 
hierarki peraturan perundang-undangan tingkatannya lebih tinggi 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. Sehingga dari segi kewenangan dan 
kekuatan mengikat surat keterangan yang dimaksud dalam PP 
ini, secara teoritis PP ini juga tidak dapat diberlakukan  karena 
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dari PP ini. 
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3) Terdapat ketidakjelasan bentuk kewenangan dan bentuk surat 
keterangan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) poin b PP 
61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
pihak kepolisian di Polrestabes Makassar yaitu Iptu Gina 
(Penyidik PPA) yang menyatakan bahwa: 
“Sejauh ini belum mengetahui bahwa kepolisian diberi 
wewenang dalam mengeluarkan surat rekomendasi 
mengenai pembolehan aborsi akibat pemerkosaan, dan 
permintaan surat keterangan seperti ini belum pernah 
ditangani oleh Polrestabes Makassar, serta tidak terdapat 
kewenangan dalam KUHAP maupun UU No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian, apalagi standar bentuk surat 
keterangannya yang dimaksud tersebut tidak dijabarkan oleh 
peraturan perundang-undangan”.  
Bahkan lebih lanjut, Iptu Gina Memberikan kesimpulan:  
“Bahwa surat keterangan yang termuat dalam dalam Pasal 
34 ayat (2) poin b PP 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Reproduksi dimaksudkan dengan surat keterangan penyidik 
adalah surat penetapan tersangka”. 
 
Ketidakjelasan sesuai dengan yang diuraikan di atas, 
tentunya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 
diantara pihak-pihak terkait seperti dokter, penyidik dan 
psikolog yang pada akhirnya akan menghambat 
pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan sesuai 
dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
4) Aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 
40 hari sejak hari terakhir haid, sedangkan pembuktian kasus 
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perkosaan tidaklah cepat dan mudah sehingga waktu tersebut 
dirasa terlalu cepat. Selain itu, banyak korban yang merasa 
enggan dan lambat dalam melakukan pelaporan karena faktor 
psikologis dan kurangnya edukasi, misalnya faktor malu, takut 
dan ketidak tahuan. 
Disamping alasan yang penulis uraikan tersebut di atas, salah 
satu persoalan selanjutnya dalam pelaksanaan norma Peraturan 
Pemerintah ini adalah akan mengakibatkan persoalan hukum, jika 
proses aborsi terhadap korban dugaan pemerkosaan telah 
dilakukan, dan pada akhirnya putusan pengadilan menyatakan 
pelaku pemerkosaan tidak terbukti melakukan tindak pidana 
pemerkosaan (putusan lepas vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut penulis bahwa 
dalam melaksanakan perintah undang-undang dalam hal ini 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi, sekiranya dapat dilaksanakan tanpa adanya 
pengenyampingkan terhadap  Prinsip praduga tidak bersalah, yang 
merupakan suatu prinsip hukum acara pidana yang tidak patut untuk 
dikesampingkan demi terciptanya kepastian hukum bagi setiap 
warga negara dan secara khusus bagi pemangku kepentingan yang 
terkait dengan PP ini. 
Berangkat dari itu, maka dalam tataran bahwa negara harus 
melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan 
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aborsi akibat perkosaan, melindungi tenaga medis yang 
melakukannya, serta di satu sisi tidak mengabaikan prinsip praduga 
tak bersalah yang menjadi asas hukum acara pidana, maka menurut 
penulis perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan 
pengadilan secara khusus yang bersifat cepat dan juga 
memperhatikan kondisi psikologis korban untuk kasus-kasus seperti 
ini, agar nantinya lebih memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan norma yang diatur dalam Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini. 
 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Untuk Melindungi 
Dokter Yang Melakukan Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan. 
Penanganan medis yang dilakukan oleh dokter, pada 
dasarnya harus terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas 
kepada pasien mengenai penyakitnya disertai dengan resiko-resiko 
yang dapat timbul dari tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini 
sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. 
Peraturan tersebut mengharuskan dokter dalam melakukan tindakan 
medis untuk meminta persetujuan pasien terlebih dahulu atau yang 
lebih dikenal dengan istilah informed consent. Persetujuan ini 
berbentuk lisan maupun tertulis karena tidak ada peraturan yang 
baku yang mengatur tentang bentuk persetujuan ini, akan tetapi 
dalam prakteknya lebih ditekankan persetujuan tertulis, apalagi 
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terhadap tindakan medik yang mengandung resiko yang tinggi atau 
besar dan tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi 
jaringan tubuh. 
Pasien diberikan keterangan atau informasi yang mencakup 
hal yang berkaitan dengan penyakitnya, serta keuntungan dan 
kerugian atas tindakan medic yang akan dilakukan terhadap dirinya 
tersebut. Pemberian informasi oleh dokter kepada pasien seputar 
tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya tidak terlepas 
dari bentuk penghormatan dokter terhadap hak kemandirian dan hak 
otonom pasien. 
Dokter dapat menggunakan informed consent sebagai dasar 
pembelaan jika kelak dituntut oleh pasien, karena di dalam 
informed consent itu terdapat persetujuan pasien secara rela 
atau memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan 
tindakan medis terhadap dirinya. Sedangkan informed consent 
yang dibuat di rumah sakit dalam bentuk tertulis hanya 
sebagai formalitas karena pada prinsipnya informed consent 
tidak hanya tertulis tetapi yang terpenting adalah persetujuan. 
(Banu Hermawan, 2007:112) 
 
Adanya persetujuan diartikan sebagai izin yang diberikan oleh 
pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap 
dirinya, sedangkan resiko yang mungkin terjadi dokter harus tetap 
berusaha sesuai standar profesi agar resiko yang mungkin terjadi 
tidak mengganggu kesehatan pasien.  
Dalam hal perlindungan dokter pada kasus legalisasi aborsi 
akibat pemerkosaan, maka menurut penulis pada dasarnya dokter 
berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur pada 
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Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan, yang kemudian menjadi suatu alasan pembenar dan 
pegangan dokter sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 
untuk melaksanakan praktik aborsi akibat pemerkosaan. Dalam 
pasal 28 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan 
menyebutkan bahwa: 
Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib 
melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak 
hukum dengan biaya ditanggung oleh Negara. 
Disamping itu, hasil penelitian penulis menunjukkan tentang 
bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dan prosedur 
penyelesaian sengketa medis oleh Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam upaya memberikan 
perlindungan hukum terhadap dokter.  Adapun perlindungan hukum 
bagi dokter dalam tindakan medisnya, dimana tindakan medis 
berupa aborsi akibat pemerkosaan merupakan bagian dari tindakan 
medis yang dilakukan oleh dokter. Adapun uraiannya sebagai 
berikut: 
1. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Dokter 
Sebagaimana termuat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 
Tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 27 
ayat (1) dan Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 
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dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 
Tentang Tenaga Kesehatan. Dimana dalam Pasal-pasal tersebut 
diatur tentang: 
a. Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 
mempunyai hak :  
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 
tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 
operasional;  
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan 
standar prosedur operasional;  
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien 
atau keluarganya; dan  
d. menerima imbalan jasa. 
b. Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UU No. 36 
Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
 
Pasal 24  
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak 
pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan 
standar prosedur operasional. 
 
Pasal 27  
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan 
pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
profesinya. 
Pasal 29  
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam 
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan 
terlebih dahulu melalui mediasi. 
 
2. Peranan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
MKDKI berwenang dalam menangani pelanggaran disiplin 
dokter. Jika ada sebuah tindakan dokter yang tergolong malpraktek, 
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MKDKI hanya bisa berpedoman pada pelanggaran disiplin dokter. 
Malpraktek bisa saja terjadi akibat pelanggaran disiplin dokter 
tersebut. 
Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan 
perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek kedokteran, 
dokter harus memenuhi Informed Consent dan Rekam Medik 
sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala 
tuntutan hukum. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan 
hukuman terhadap dokter, yaitu : 
a. Resiko dalam pengobatan (Resiko yang melekat, resiko dari 
akibat reaksi alergi, dan resiko komplikasi yang telah timbul 
dalam diri pasien)  
b. Kecelakaan medik 
c. Kekeliruan dalam penilaian klinis atau (non negligent error of 
clinical judgment);  
d. Volent non fit iniura;  
e. Contributory negligence (Mahalwar, 1991:161).  
Risiko dapat disimpulkan merupakan suatu bentuk risiko yang 
bukan menjadi tanggung jawab dokter. Oleh karena itu, definisi di 
atas akan coba diuraikan menjadi satu kategori risiko yang tidak 
dapat dimintakan pertanggungjawaban atau risiko yang bukan 
menjadi tanggung jawab dokter, yaitu:  
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Pertama, Telah melakukan tindakan medis sesuai dengan 
standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur. 
Sebagaimana juga pernyataan di dalam Pasal 50 huruf a UUPK, 
apabila seorang dokter telah melaksanakan pelayanan medis atau 
praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar 
operasional maka ia (dokter dan dokter gigi) tersebut tidak dapat 
dituntut hukum baik secara perdata, pidana dan administrasi.  
Kedua, yaitu keberadaan informed consent atau persetujuan 
tindakan medis. Sebelum melakukan tindakan medis, dokter 
berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau 
keluarganya yaitu tentang diagnosis dan juga tata cara tindakan 
medis, tujuan untuk tindakan medis yang dilakukan, serta alternatif 
tindakan lain berikut risikonya yang akan terjadi. Adapun pengaturan 
mengenai persetujuan tindakan medis diatur dalam Pasal 39 dan 45 
UUPK. Selain itu persetujuan tindakan medis juga diatur secara 
khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 290/MENKES/ 
PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dijelaskan 
bahwa, setiap tindakan kedokteran mesti mendapatkan persetujuan 
dari pasien setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap 
mengenai bentuk-bentuk tindakan, alternatif tindakan dan risiko 
medis yang mungkin akan terjadi. Penjelasan atau informasi dapat 
diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, yang mana penjelasan 
tersebut sekurang-kurangnya mencakup: Diagnosis dan tata cara 
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tindakan kedokteran; Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; 
Alternatif tindakan lain dan risikonya; Risiko dan komplikasi yang 
mungkin terjadi; Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; serta 
Perkiraan biaya. Setelah pasien memberikan persetujuan terhadap 
tindakan dokter berdasarkan syarat sebagaiamana di atas, dan 
tindakan medis telah dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dan 
sesuai dengan standar profesi dan standar operasional, maka bila 
terjadi satu kegagalan medis dokter tidak dapat dipersalahkan.  
Ketiga, Contribution Negligence. Dokter tidak dapat 
dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam 
penanganan pasiennya apabila pasien tidak mau bekerjasama, atau 
pasien tidak kooperatif, tidak berkenan menjelaskan dengan jujur 
tentang suatu riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-
obatan yang dikonsumsi sebelum pasien berobat kepada dokter 
yang bersangkutan. Atau bahkan pasien tidak melaksanakan apa 
yang telah dinasehatkan dokter kepada pasien. Hal ini pada 
dasarnya telah diatur dalam Pasal 50 UUPK mengenai hak dokter, 
yang mana pada huruf c dinyatakan, dokter dan atau dokter gigi 
dalam melaksanakan praktiknya berhak mendapat informasi atau 
penjelasan yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya 
mengenai latar belakang kesehatan pasien. Dan sebaliknya, Pasal 
51 UUPK mengenai kewajiban dokter, yang mana dokter wajib 
memberikan pelayanan dan/atau rawatan kepada pasien dengan 
69 
berdasarkan kepada standar medis dan standar operasional. 
Sedangkan dalam Pasal 52 huruf a UUPK mengenai hak pasien 
menegaskan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan 
secara lengkap mengenai tindakan medis dari dokter. Artinya, 
kewajiban dokter berbanding lurus dengan hak pasien. Dan 
sebaliknya hak dokter juga berbanding lurus dengan kewajiban 
pasien. Pada suatu kegagalan medis yang disebabkan karena 
pasien tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 
52 UUPK adalah tidak dapat dipersalahkan kepada dokter.  
Keempat, Error of Judgment (kesalahan penilaian). Bidang 
kedokteran merupakan satu bidang yang amat komplek, seperti 
dalam suatu pengobatan sering terjadi ketidaksepakatan atau 
pendapat yang berlainan mengenai satu terapi penyembuhan 
penyakit. Menurut Munir Fuadi, ilmu medis adalah suatu gabungan 
dari suatu seni dan arts, di samping gabungan teknologi dan 
kematangan atau pengalaman dokter tersebut (Veronica 
Komalawati, 1989:67).  
Berdasarkan keadaan di atas muncul satu teori yang disebut 
dengan (respectable minority rule), yaitu seseorang dokter tidak 
dianggap berbuat lalai apabila ia memilih salah satu dari sekian 
banyak cara pengobatan yang diakui (Kassim, 2003:29).  
Kelima, Volenti non fit injuria. Volenti non fit injura adalah satu 
doktrin hukum yang dikenali juga sebagai Asumption of risk atau 
suatu anggapan bahwa pasien telah mengetahui adanya risiko yang 
akan terjadi. Apabila seseorang pasien telah mengetahui ada satu 
risiko dalam tindakan medis atas dirinya, tetapi ia tetap menyetujui 
tindakan tersebut, dan apabila nanti akan terjadi risiko sebagaimana 
telah dia ketahui sebelumnya, maka terhadap risiko itu tidak dapat 
dipersalahkan kepada dokter. Oleh itu, informasi atas penyakit dan 
risiko mesti diinformasikan kepada pasien sebelum dokter 
melakukan tindakan medis ke atas pesakit. (Veronica Komalawati, 
1989:68) 
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Merujuk dari uraian-uraian di atas, pada dasarnya terhadap 
risiko medis dokter tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban 
hukum sepanjang telah melakukan tindakan sebagaimana telah 
dijelaskan di atas. Namun ada juga risiko medis yang dapat 
dimintakan suatu pertanggungjawaban kepada dokter manakala 
risiko medis itu bermula dari praktik yang salah. Misalnya pada 
perbuatan pengguguran bayi atau yang biasa dikenali sebagai 
tindakan aborsi. Risiko medis akibat aborsi juga dapat menyebabkan 
kematian. Akibat timbul dari tindakan sedemikian adalah salah satu 
contoh risiko medis yang dapat dimintakan suatu 
pertanggungjawaban kepada dokter yang bersangkutan.  
Namun jika kembali menilik unsur-unsur peniadaaan pidana 
dalam KUHP, maka dokter yang menjalankan perintah undang-
undang untuk melakukan aborsi terhadap korban pemerkosaan 
sesuai prosedur yang berlaku tidak dapat dipidana. Sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa 
melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang 
tidak boleh dihukum”. 
Disini diletakkan suatu prinsip bahwa apa yang telah 
diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak 
mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain.  
MKDKI berwenang memeriksa dan memberi keputusan 
terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan 
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dokter gigi. MKDKI dapat menentukan ada tidaknya kesalahan yang 
dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu 







1. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan 
yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan dan melindungi 
tenaga medis yang melakukannya, tanpa mengabaikan prinsip 
praduga tak bersalah, karena pengeyampingan prinsip praduga 
tak bersalah dalam norma Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terkait persoalan 
aborsi akibat pemerkosaan, dapat menimbulkan persoalan dalam 
segi teknis pelaksanaannya, bahkan norma PP ini secara teoritis 
tidak dapat berlaku.  
2. Pada dasarnya segala Peraturan Perundang-undangan yang 
terkait dengan praktek dokter maupun Pasal 50 KUHP, 
menegaskan bahwa terhadap risiko medis dokter, tidak dapat 
dimintai suatu pertanggungjawaban hukum sepanjang telah 
melakukan tindakan sebagaimana telah diatur dalam aturan 
perundang-undangan. Namun ada juga risiko medis yang dapat 
dimintakan suatu pertanggungjawaban kepada dokter manakala 







1. Perlu perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi terkait persoalan aborsi akibat 
pemerkosaan sebagai aturan pelaksana dari norma Pasal 75 ayat 
(2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, agar pelaksanaan 
aborsi akibat tindakan pemerkosaan dapat dilaksanakan tanpa 
adanya pengenyampingkan terhadap Prinsip praduga tidak 
bersalah, demi terciptanya kepastian hukum bagi setiap warga negara 
dan secara khusus bagi setiap pemangku kepentingan yang terkait. 
2. Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan pengadilan 
secara khusus yang bersifat cepat, melibatkan ahli yang terkait, 
dan juga memperhatikan kondisi psikologis korban untuk kasus-
kasus seperti ini, agar nantinya lebih memberikan kepastian hukum 
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